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Abstrak.Di masa pandemi covid-19 ini , semua orang mengalami disabilitas, yang
berdampak pada masyarakat dan juga pemerintah. Pelayanan negara juga harus
segera beradaptasi dengan kondisi yang ada. Hal yang ditemukan oleh peneliti saat
melakukan penelitian yaitu terdapatnya perubahan standar pelayanan untuk
mengoptimalkan pelayanan yang ada, selain itu terdapat pelayanan online yang
disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat melakukan
pelayanan akan tetapi minim jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan
melalui online. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang
disertakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan
metode tersebut peneliti dapat menganalisis fenomena atau masalah yang terjadi di
lapangang sehingga sehingga mendapatkan hasil penelitian yang akurat seperti
yang diharapkan. Hasil dari penelitian pelayanan Optimalisasi Standar Pelayanan
E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu menunjukan
indikator yang peneliti temukan di lapangan melalui, wawancara, dokumentasi dan
observasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu pada pelayanan pembuatan e-KTP
sudah cukup baik akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk
mengoptimalkan pelayanan yang ada.
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Pemerintah daerah berhak merumuskan dan mengatur peraturan yang berada
di daerah, dengan cara menjalankan kewenangannya dan menyediakan pelayanan

administrasi.

Prinsip dalam pelayanan meliputi, kesederhanaan pemberian pelayanan,
ketika dalam proses pelayanan tidak rumit, maka pelayanan akan mudah
dilaksanakan oleh masyarakat. Selain kemudahan dalam menyediakan pelayanan,
kejelasan waktu merupakan prinsip dari kepegawaian itu sendiri, dimana pelayanan
publik dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dan prinsip yang
terakhir ialah, pegawai pelayan publik memiliki kewajiban untuk memberikan

pelayanan dan memecahkan masalah untuk melayani masyarakat.

Layanan administrasi penduduk sangat dibutuhkan saat ini, salah satu
diantaranya ialah pelayanan pengelolaan masyarakat, karena layanan ini dapat
membantu kegiatan sehari-hari, baik untuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan,
pariwisata, bahkan untuk bekerja dengan pihak asing. Pemerintah bertanggung
jawab atas pelayanan kependudukan, baik pemerintah kota, kabupaten, desa atau
kecamatan, yang menginisiasi pendaftaran kependudukan agar setiap warga
terdaftar pada administrasi terkait dengan Direktorat Kependudukan. Adapun
contoh dari pelayanan bagi penduduk adalah KK, e-KTP, pelayanan KIA, dan lain-
lain. Ketersediaan dokumen-dokumen ini sangat penting dan sebagai warga negara

wajib memiliki dokumen tersebut.



Batu merupakan kota wisata yang menjadikan tempat yang nyaman untuk
berbisnis. Tidak bisa dihindari banyak pendatang baru yang juga membawa anggota
keluarganya agar relevan dengan dokumen kependudukan. Kota Batu saat ini
sedang berbenah, dalam menyediakan layanan prima kepada warga salah satunya
dengan dibangunnya pusat layanan administrasi untuk mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat, termasuk dalam pelayanan dokumen kependudukan. Sebelum
Mall Pelayanan dibangun, Pemkot Batu terus berupaya mengoptimalkan pelayanan
yang ada.

Di masa pandemi covid-19 ini , semua orang mengalami disabilitas, yang
berdampak pada masyarakat dan juga pemerintah. Pelayanan negara juga harus
segera beradaptasi dengan kondisi yang ada. Selain itu, beberapa waktu sebelum
munculnya klaster perkantoran yang mengakibatkan pembatasan layanan. Hal
tersebut juga dirasakan oleh Pemkot Batu terkait dengan permasalahan yang
dihadapi yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan, sehingga pelayanan
kependudukan dilakukan melalui sistem online dan hanya sedikit masyarakat yang
mengetahui cara mengaksesnya . Layanan online dan dokumen lainnya terhambat,
menciptakan masalah bagi layanan kependudukan.

http://voicejatimpost.com/news/ini-multiple-kendala-yang-untungi-pelayanprima-

dispenduk-capil-kota-batu/. Diakses Rabu 4 Agustus 2021.

Hambatan yang ditimbulkan oleh covid-19 ini merupakan kendala yang
dihadapi oleh Pemkot Batu. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian tentang, “Optimalisasi Standar Pelayanan e-KTP Pada

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu.


http://voicejatimpost.com/news

1.1 Rumusan Masalah

Mengajukan pertanyaan merupakan bagian terpenting dalam proses

penyusunan karya ilmiah. Karena peneliti dituntut untuk dapat menggambarkan

masalah, dan akan menjadi fokus penelitian, maka masalah tersebut diungkapkan

sebagai berikut:

1.

Bagaimana optimalisasi standar pelayanan e-KTP Pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu ?

Apa saja permasalahan pelayanan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Batu.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan hasil yang diperoleh setelah

penelitian selesai, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas permasalahan

penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis Optimalisasi standar pelayanan e-KTP

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pelayanan e-KTP

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu.



1.3 Manfaat Penelitian
Menurut Soekidjo (2010:73), kelebihan penelitian terletak pada pengalaman
dalam proses belajar mengajar khususnya dalam bidang metodologi penelitian,

sehingga kelebihan penelitian secara umum adalah:

1. Manfaat Praktis: sebagai sumbangan ilmu kepada pembaca yang ingin
memahami tentang optimalisasi pelayanan e-KTP Pada Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

2. Manfaat Akademis: sebagai referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya
yang tertarik kembali membahas optimalisasi pelayanan E-KTP Pada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan sekaligus
acuan dan referensi dalam melakukan penelitian “Optimalisasi Pelayanan e-KTP

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
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